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Dengan ini lnami menyatnkan-tidak keberatan wivele 41
Lerlkan Ijin Riset/survey/Penelitian kepude pihalc yang'beg
kepentingan- dengan mematuhi semua peraturan don perundang—
an yang berlaku. . . w
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Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat | Jawa Tengah, tang-
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SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nnmor . R," . r’r/q(}/l-;/x/qgga

I DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawn Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
P apennd s LIt

I, MENARIC 1 Sanal Kol Sonpol Pepnerindaly Propineg Daeraly Tingkot 1 Jiswa Tenggah
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M. Yang bertanda - tangan i bawal ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tenyah { BAPPEDA TINGKAT | ). berlindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkal 1 Jawa Tengah. menyatakan TIDAK KEBERATAN atas
pelaksanaan research / survey dalam wilavah Prapinsi Daerah Tingkal 1 Jawa Tengah yang
dilaksanakan olch
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Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian
Menurut UU RI Wo7 Th 1974
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dengan ketentuan-ketentusn sebagai berikul

a. Pelaksanaan research / sumwes tidak disalabgunakan uniuk tujvan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah

b. Sebelum melaksanakan rasearch / sirvey lanrsung kepada responden, harus terlebih da-
hulu melaporkan kepada lengoasa Daciah setempal.

c. Setelah resemch / survey selesai. supia menveralikan hasilnya - kepada BAPPEDA
TINGKAT [ .Jawa Tengai\.
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JGADILAN NEGERL SEMARANG
JL.SILIWANGI No, 512
SEMARANG

noxr : 102 / BRst / 1998

rpiran

L L : Surat Keterangan

Risearch

SURAT KET

£
NOL,102 / Ret /

Yang bertanda
Negeri Semarang /
Nnmn '
NoJlndul .
Fak/Jurusan
Alamat g

RANGAN
1998

tangan dibawah ini,Hakim Pemgadilan
selakn koordinator K,X,I. menerangkan:
PANJIT  PRLYONO
95.20.96%/97%,6,111,01000,50076

Hukum Pidana ( SOEGIJAPRANATA )

Jl. Pinang 11 / VD43 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang

mulai tanggnal, 12 Oktobear 1998 sampai dengan tanggal

12 Nopember 1998 sehubungan dengan penyusvnan skripsinya

yang berjudul : USAIA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974,

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya,

Dikeluarkan di Semarang

Perpustakaan Unik
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Perpustakaan Unik-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralkyat Indonesia.
MEMUTUSICAN
Menetapkan :

UNDANG UNDANG TENTANG PERERTIBAN PLRJIUDIAL.
Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sehbagai kejahat
an.

Pasal 2

(1) Merubah anecaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukuia Pidana, dari Uukuman penjara sela-
ma~-lamanya. dua. tahun delapan bulan atau denda sebanyak
banyaknya, sembilan pulub ribu rupiab menjadi hulkuman -
penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda seba- 7
banyaknya dua pulub lima, juta rupiah,

(2) Merubabh ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab // :
Undang-undany Hukum Pidana, dari nukuman kurungan sela
marlamanya. satu bulan atau denda sebanyali~banyaknya ew ) :
pat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara se- B
lama-lawanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya
sepuluh juta rupiah. :

{3) Merubah ancaman hukuman dalaw pasal 542 ayal (2) Kitab
Undang-undang Hukewm Pidana, darl hukuman kurungan selo
ma-lawanya tiga bulan atau deuda sebanyalt-banyalinya tu
juh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara se-
lama-lamanya enam tabun atau denda sebanyak-banyaknya
lima belas juta rupiah.

(4) Merubhah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

. Pasal % g
(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai deugan
Jiwa dan maksud undang-undang inl. _

(2) Pelakeanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan ‘ i
Perundang~undangan.,

rasal 4

Torhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan
dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 Ug
dang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912
(Staatblad Tahun 1912 nomor 23%0) sebagaimana telah bebera-
pa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi -
tanggal 51 LVktober 1935 (Staatshlad Tahun 19%5 siomor 52b).
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Perpustakaan Unik

UHDARG-UNDANG RBPUBLIK INDONBSIA
NCOMQOR 7 ‘vAHun 1924
TENTANG
PHNBERILSAN PRERJUDLAN
- DENUAN RaKHMAD TOHAN YANG ﬂAHA ESA
PRESIDEN 1EPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

a. bahwa perjudian pada. bakekainya bertentangan dengan Aga-
ma, Kesugilaan dan wmoral Pancasila, serta membahayakan --
bagl penghidupan dan kehldupan masyarakat, pangsa dan Ng
gara..

h. bahwa. 0leh karena itu perlu diadakan umaha-usaba bpntuk -
meuertibkan perjudian, membatasinya sampal lingkungan sg
kecll-keellnya, untuk aithirnys menuju penghapusannya sa-
ma. sekall dard selurub wilayall lndonesia.

¢, babwa ketentuan~ketentuan dalam QOrdonanagi tanggal 7 Maret
1912 (staatsbhlad tabun 1912 nomor 250)sehagalmana telah
heherapa kali dirubah dan ditambah, teralkhlr dengan Ordg
nansi tanggal %L Oktober 1935 (Staatsblad tahun 1935 no-
mor 526) telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kea
daan.

d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-un
dang Hukum Pidana mengenai perjudian diangeap tidak sesua
ol lagl dengan perkembangan keadaan.

¢, bahwa. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu
disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat

1. Unda%fsundang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 a
yat ;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Homor LV/MPR/1973
tentang Gards-garis Besar Haluan Negara..

Mengingat pula :

1., Kitab Undang~undang Hukum Pidana Pasal 30% (1), (2), dan
(3) dan Pasal 542 (1) dan (2);

2. Undang-undeng Nomor 5 Tahun 1974 tentang Polok-pokok Pe-
merintahan di Daerah ( Lembaran Negara. Republik Indonesla
lahun 1974 Nomor %8 Tambahan Negara Republik Indonesia iig
mor 3037 ).
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